
GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERITUR LAMPUNG

NoMoR . G I 69 I 8.06 lHrl 2023

TENTANG

PENUNJUI(AN KT'ASA PENGCIUITA ANGG}ARAN, PE.'ABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PE.'ABAT PENANDATAJIGAN SURAT PERIITITAH MEMBAYAR, DAr{ BENDAHARA

PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NF,GARA/DEKONSENTRASI PADA DINAS PET{ANAMAIT MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan
dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi Tahun Anggaran
2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Lampung, perlu ditunjuk Kuasa Pengguna
Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangaa
Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi yang
bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan
efelrtivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Daftar Isial
Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/kmbaga (RKA-KL) yang bersangkutan;

b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/
Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk
ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat
Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah
Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut
di atas, perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran,
Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Lampung Tahun Anggar an 2023 dan menetapkannya dengan
Keputusan Gubernur LamPung;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor L Tah:un 2022 tentang Hubungal
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeriltahan Daerah;

Menimbang

Mengingat



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentalg Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5glagaim2na telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
50 Tahun 2018;

7. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 ter:tang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dal Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Lampung;

1. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Surat
Pengesahaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun
Anggaran 2023, Nomor : SP DIPA-065.O1.3.f 20020/2023, tanggal
30 November 2022;

2. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Lampung Nomor : 8OO/56/V.16 /2023 Periha-l
Usulan Nama Pejabat Pengelola Keuangan Dana APBN Bidang
Pengendalian PM dan Informasi PM T.A. 2O23 Dinas PM dan PTSP
Provinsi Lampung, tanggal 3 Januari 2023;

MEMUTUSKANI

KEPUTUSAil GUBERIIUR TENTANG PENUI{JUKAN KUASA
PENGGUT{A ANGGARAN, PE.'ABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PAIABAT PEI{AITDATANGAN SURAT PERINTAII MEMBAYAR,
DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELAT{JA TTEGARA/DEKONSEilTRASI PAI)A DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG TAIIUN Ar{GGARAN 2023.

Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara/Dekonsentrasi pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Tahun Anggaran
2023, dengan Nama Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, nama
progam/kegiatan, NIP, dan Pangkat/Golongan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran
memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. menJrusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

b. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan
kegiatan dan anggaran;

c. menetapkan renc€rna pelaksanaan kegiatan dan rencana
pencairan dana dalam bentuk petunjuk operasional kegiatan
(PoK);

d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
Belanja Negara;
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KETIGA

KEEMPAT

e. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaral atas
beban anggar.rn negara;

f. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan
kegiatan dan anggaran;

g. mengav/asi penatausahaan dokumen dan transaksi yang
berkaitan dengan pelaksalaan kegiatan dan anggaran; dan

h. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
Pengeluaran Anggaran Belanja Negara, Pejabat Pembuat Komitmen
memiliki tugas dan wewenang:

a. menJrusun rencana pelaksanaan kegiatan dal rencana
pencairan dana;

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
c. membuat, menandatangani dan melaksanakan peg'anjian dengan

Penyedia Barang/Jasa;

d. melaksanakal Kegiatan swakelola;

e. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas
pe{ anjian yang dilakukannya;

f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih

kepada negara;

h. membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran
atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan
Pembayaran;

i. melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan kepada Kuasa
Pengguna Anggaran;

j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada
Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;

k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan; dan

1. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan
dengan tindalan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
Belanja Negara.

Dalam rangka melakukan Pengujian Tagihan dan Perintah
Pembayaran, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
memiliki tugas dan wewenang:

a. menguji kebenaran Surat Permintaan Pembayaran atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan
Pembayaran beserta dokumen pendukung;

b. menolak dan mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran,
apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah
disediakan;

d. menerbitkan Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar;

e. menyimpan dan menjaga keutuhal seluruh dokumen hak tagih;



KELIMA

KEENAM

KETUJUH
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f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran
kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan
dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan
Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna
Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2023, yang ditandatangani Gubernur
kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung.

Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat
Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan
Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan
dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara
Pengeluaran adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis
pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan perundang-
undangan.

KEDELAPAN

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas:

a. menerima dan menyimpan uang persediaan;

b. melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui
uang persediaan;

c. melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang
persediaan berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran;

d. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan ;

e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang
dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;

f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara
ke rekening Kas Umum Negara;

g. menatausahakan transaksi uang persediaan;

h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;

i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;

j. menyampaikal laporan pertanggungiawaban bendahara kepada
Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum
Negara; dal

k. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.
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KESEMBILAN Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tangga-l 19 ) tN u AEt 2023

GUBERNUR L,IIMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala IGntor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi L,ampurg di Bandar l.ampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
1 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cabang Bandar lampung di Bandar lampung;
12. Direktur Utama PI Bank Lampung di Telukbetung.
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LAMPIRAN : KEPIJTUSAN (;TJBERNTJR LAMPI]N(;
NOMOR : G t bj 18.06 /HK /2023
'TANGG^r. , B)ltNutkl 2023

NO

ST]RA'I
PDNGESAIIAN
DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN

ANGGARAN

MATA
ANGCARAN

PROGRAM
KEGIATAN

DANA (Rp.) KUASA PENGGIJNA
ANGCARAN

PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN

PEJABAT
PENANDATANGAN
SURAT PERINTAH

MEMBAYAR (PPSPM)

BENDAHARA
PENGELUARAN

KETNRANGAN

2 ',} I 5 6 7 t0

l. sP DIPA-065.0t.3.
t20020t2023
30-t t-2022

(065)
(0t )
(t2)

(120020)

275.726.000,- Yudhi Alfadri, SH, MM.
NIP. t9710629 t99703 | 001
Pembina Utama Muda (lv/c)

Kepala Dinas Penanamar Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Lampung

Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi
LEnpung

I,I sP DIPA-065.01.3
t20020D023
30-| -2022

Program
Penanaman
Modal

275.726.000,- Yudhi Alfadri. SH, MM.
NIP. 19710629 199703 l00l
Pembina Utama Muda (lv/c)

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Lampung

Rozi
Maesa Putra, SP, MM

NtP. 196605 r3
l99l r0 I 00I

Penata Tk. I (llt/d)

r an M, Nasir Waya,
SP.,MM

NlP. 19700921 200212 I
002

Pembina Tk. Y (lv/b)

Reny Apriani, AMG
NlP. 19800402
200902 2 001

Penata Muds Tk. I
0ltib)

Dinas PenEnaman
Modal dan
Pelayanan Tcrpadu
Satu Pintu Provinsi
Lampung

t.l.I sP DIPA-065,01.3.
120020t2022
t7-tt-202t

065.0!.8D.
3229

Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman
Modal Wilayah
IV

27 s.726.000,- Yudhi Alfadri, SH, MM.
NIP. 19710629 199703 I 001
Pembina Ulsma Muda (lv/c)

Kepala Dinas Pen&naman Modal
dan Pelayanan 'Ierpadu Satu Pintu

ltovinsi Lampung

Rozi
Maesa Putra, SP, MM

NlP. 19660513
199110 I 001

Penata Tk. I (llYd)

Wan M. Nasir Waya,
SP..MM

NIP. 19700921 2002 t2 I
002

Pembina (lV/a)

Reny Apriani, AMG
NtP. 19800402
200902 2 001

Penata Muda Tk. I
0Ivb)

Dinas Penanamal
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu hovinsi
Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUNJUK SEBAGAI KI,JASA PENGGLNA
ANGGARAN, PEJAI}ATPEMBUAT KOMI'I'MEN, PI]JABAT'PI]NANDATANGAN SURAT'PERINTAH MEMBAYAR,

DAN I]ENI)AHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPA]AN DAN BF]I,ANJA NIJGARA/DI]KONSENI'RASI
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTTJ PROVINSI LAMPUNG

TAI]UN ANGGARAN 2023
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